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MAHKAMAH KONSTITUSI

REPUBLIK INDONESIA

IKHTISAR PUTUSAN

NOMOR 48/PHPU.BUP-XXIII/2025
TENTANG

 Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum Bupati dan 

Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2024

	Pemohon
	:
	Hendriwansyah dan Danial Anwar (Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2024, Nomor Urut 3)

	Termohon
	:
	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang 

	Pihak Terkait
	:
	Drs. Qudrotul Ikhwan BY, M.M., dan Hankam Hasan 

(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2024, Nomor Urut 2)

	Jenis Perkara
	:
	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024.

	Amar Putusan
	:
	Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Permohonan Pemohon kabur;

2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan:
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

	Tanggal Putusan
	:
	 Selasa, 4 Februari 2025


	Ikhtisar Putusan
	:
	



Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah pada tanggal 5 Desember 2024 pukul 22.29 WIB yang pada pokoknya terjadi perselisihan suara yang disebabkan adanya pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan masif yang memengaruhi perolehan suara Pemohon berupa ketidaknetralan Aparatur Sipil Negara, ketidaknetralan kepala desa dan aparat desa, ketidaknetralan KPPS, pembiaran pelanggaran oleh Panwaslu, dan intimidasi pemilih. Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah pada kelompok/klaster petitum pertama untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Nomor 1355 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU 1335/2024), mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2, melakukan pemilihan ulang diseluruh TPS di Kabupaten Tulang Bawang tanpa mengikut sertakan Paslon Nomor Urut 2.

Mengenai kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022 dengan amar yang pada pokoknya menyatakan frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sehingga Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 berbunyi, “perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU 1335/2024 pada tanggal 3 Desember 2024, Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Oleh karenanya, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo.

Berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menentukan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon. Dalam hal ini, Termohon mengumumkan Keputusan KPU 1335/2024 pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024, sedangkan Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024, pukul 22.29 WIB, sehingga Permohonan dan Perbaikan Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu. Dengan demikian Permohonan dan Perbaikan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. 


Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, oleh karena terhadap alasan-alasan yang menjadi dalil-dalil pokok permohonan yang akan dibuktikan secara bersama-sama di dalam membuktikan keberadaan Pasal 158 UU 10/2016 terdapat eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon kabur, namun setelah Mahkamah mencermati permohonan a quo, telah ternyata permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil permohonan dan Mahkamah juga tidak menemukan adanya kejadian khusus yang dapat dinilai telah menciderai penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2024 yang dapat dijadikan alasan untuk mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016. Hal tersebut disebabkan sebagai berikut.

1. Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon yang menyatakan adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif (TSM) dengan melibatkan Ferli Yuledi selaku Penjabat (Pj) Bupati Kabupaten Tulang Bawang dan Haryanto selaku Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang diawali dengan proses pelantikan Ferli Yuledi selaku Penjabat (Pj) Bupati Kabupaten Tulang Bawang dan Haryanto selaku Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang. 

Berdasarkan Pasal 201 ayat (11) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang menyatakan, “Untuk mengisi kekosongan jabatan Bupati/Walikota, diangkat penjabat Bupati/Walikota yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama sampai dengan pelantikan Bupati, dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Wali Kota adalah Wewenang dari Menteri Dalam Negeri yang menyatakan penjabat kepala daerah diangkat oleh Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk gubernur, atau oleh Menteri Dalam Negeri untuk bupati/wali kota. Lebih lanjut dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penjabat Sekretaris Daerah menyatakan Bupati menetapkan dan melantik Pj. Sekda paling lambat 5 hari kerja setelah menerima surat persetujuan Gubernur. Berkaitan dengan dalil Pemohon, dalam persidangan pada tanggal 21 Januari 2025, didapati fakta bahwa proses penunjukan dan pelantikan Ferli Yuledi serta Haryanto sebagai Pj. Bupati dan Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang disebabkan Bupati dan Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang sebelumnya mundur untuk mencalonkan diri dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2024. Sehingga proses penunjukan dan pelantikan Pj. Bupati Kabupaten Tulang Bawang dan Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang tersebut sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sebab peristiwa penunjukan/pengangkatan Ferli Yuledi sebagai Pj. Bupati Kabupaten Tulang Bawang dan Haryanto sebagai Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang merupakan kebutuhan organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang yang harus dilakukan karena adanya kekosongan jabatan Bupati dan Sekretaris Daerah. Penunjukan dan pelantikan Pj. Bupati dan Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang yang didalilkan Pemohon merupakan peristiwa yang harus dilakukan agar tetap dapat menjalankan program-program kerja yang telah dikerjakan sebelumnya. Selain itu, setelah Mahkamah mencermati keterangan Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang dalam persidangan pada tanggal 21 Januari 2025, diperoleh fakta Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang menerima limpahan informasi awal dugaan pelanggaran pemilihan dari Bawaslu Provinsi Lampung yang pada pokoknya memberitahukan adanya informasi dari LSM Pekat terkait adanya ketidaknetralan Pj. Sekda Kabupaten Tulang Bawang dalam proses pemilihan Kepala Daerah Tulang Bawang. Berkenaan dengan laporan tersebut, Bawaslu telah menyatakan laporan dimaksud tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilihan sehingga proses terhadap laporan tersebut dihentikan;

Terkait dengan keterlibatan ASN di jajaran Pemerintahan Kabupaten Tulang Bawang dan kepala kampung untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, setelah mencermati keterangan Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang dalam persidangan pada tanggal 21 Januari 2025, diperoleh fakta Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang menemukan dan menerima laporan terkait dugaan pelanggaran ketidaknetralan ASN dan kepala kampung untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan telah mengeluarkan rekomendasi kepada Pj. Bupati Tulang Bawang yang pada pokoknya terdapat dugaan pelanggaran netralitas  untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terhadap rekomendasi Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang tersebut, Pj. Bupati Tulang Bawang kemudian menindaklanjutinya dengan menjatuhkan sanksi kepada individu yang terbukti melanggar netralitas sebagaimana dimaksud. 

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dalil Pemohon yang menyatakan adanya pelanggaran yang bersifat TSM dengan melibatkan Ferli Yuledi selaku Pj. Bupati Kabupaten Tulang Bawang dan Haryanto selaku Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang adalah tidak beralasan. Sebab, peristiwa yang terjadi merupakan peristiwa administratif sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu,  terhadap dugaan keterlibatan ASN di jajaran Pemerintahan Kabupaten Tulang Bawang dan kepala kampung untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 telah ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang dan Pj. Bupati Tulang Bawang serta tidak dapat dibuktikan dugaan ketidaknetralan dimaksud berpengaruh terhadap perolehan suara pasangan calon;

2. berkenaan dengan dalil Pemohon yang menyatakan  penyelenggara pemilihan sengaja terlambat membagikan undangan kepada pemilih sehingga mempengaruhi perolehan suara Pemohon. Menurut Mahkamah, surat pemberitahuan pemungutan suara (Model C.Pemberitahuan-KWK) atau undangan untuk memilih telah didistribusikan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) kepada pemilih yang terdaftar. Terhadap undangan yang tidak terdistribusi telah dikembalikan dan dikumpulkan oleh KPPS kepada KPU Kabupaten Tulang Bawang dan dicatat dalam Formulir C.Pemberitahuan-KWK Yang Tidak Terdistribusi Dari Setiap Kecamatan/Distrik Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Tahun 2024 serta disimpan di Kantor KPU Kabupaten Tulang Bawang. Berdasarkan keterangan yang disampaikan dalam persidangan, terdapat fakta hukum mengenai rekomendasi Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang untuk memindahkan surat suara yang dipindahkan ke aula Kantor KPU Kabupaten Tulang Bawang dan pelaksanaannya diawasi oleh Bawaslu serta Kepolisian Resor (Polres) Kabupaten Tulang Bawang. Bahkan berdasarkan keterangan Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang, sebelum proses packing dilakukan oleh PPK dan PPS dilaksanakan pemeriksaan (body cheking) terhadap petugas packing oleh pihak kepolisian. Terlebih lagi, Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang pun tidak menemukan adanya surat suara yang telah tercoblos pada gambar Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon pada saat packing surat suara. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah tidak menemukan fakta hukum yang meyakinkan perihal kebenaran dalil a quo. Terlebih tidak terdapat keberatan terhadap peristiwa dimaksud. Oleh karena itu, dalil Pemohon yang menyatakan adanya surat suara yang telah tercoblos pada gambar Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada saat packing surat suara adalah dalil yang tidak dapat dibenarkan;

3. Berkenaan dengan dalil Pemohon yang menyatakan adanya tindakan Ketua KPU Tulang Bawang yang mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2, berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari Termohon dalam persidangan tanggal 21 Januari 2025, Ketua KPU Kabupaten Tulang Bawang yang dimaksud Pemohon dalam permohonannya adalah Feriyanto yang merupakan Ketua KPU Kabupaten Tulang Bawang Periode 2019-2024 dan tidak menjabat lagi pada saat proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2024. Selain itu, dalam surat pernyataannya, Feriyanto menegaskan tidak mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2024. Lebih lanjut, Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang juga tidak menemukan dan menerima laporan terkait adanya tindakan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam dalil Pemohon. Terlebih, bukti Pemohon berupa tangkapan layar percakapan whatsapp tidak cukup dapat meyakinkan Mahkamah karena tidak diketahui secara pasti identitas pihak yang terlibat percakapan, hari dan tanggal serta materi percakapan dimaksud. Mahkamah pun tidak menemukan fakta hukum lain berkaitan dengan dalil yang disampaikan oleh Pemohon untuk membuktikan kebenarannya. Oleh karena itu, dalil Pemohon berkaitan dengan adanya tindakan Ketua KPU Kabupaten Tulang Bawang yang didalilkan mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah dalil yang tidak dapat dibenarkan;
4. Berkenaan dengan dalil adanya praktik politik uang (money politics) dalam proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2024, terhadap dalil a quo, Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang menemukan dugaan pelanggaran tindak pidana politik uang pada masa tenang yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan juga mendapatkan 3 laporan terkait hal tersebut. Namun yang terbukti adanya tindak pidana pemilihan hanya 1 laporan dan terhadap laporan tersebut diteruskan kepada Polres Tulang Bawang. Tetapi, oleh karena waktu proses penyidikan melewati batas waktu yang ditentukan maka laporan tersebut dihentikan pemeriksaannya. Selanjutnya, untuk menguatkan dalil perihal telah terjadi praktik money politics, Pemohon mengajukan bukti berupa video dan foto. Namun demikian, bukti-bukti tersebut tidak cukup memberikan keyakinan kepada Mahkamah karena tidak diketahui secara pasti identitas pihak yang berbicara dalam video maupun pihak dalam foto dimaksud. Tidak hanya itu, bukti yang diajukan tersebut sama sekali tidak memberikan keterangan perihal waktu dan tempat kejadian. Sehingga sulit bagi Mahkamah untuk membenarkan peristiwa tersebut, terutama apabila dikaitkan dengan perolehan suara pasangan calon.
Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat terhadap permohonan a quo tidak terdapat alasan untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota. Selain itu, Mahkamah juga tidak menemukan adanya kejadian khusus yang dapat dinilai telah menciderai penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2024 yang dapat dijadikan alasan untuk mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016. Dengan demikian, Mahkamah menilai tidak relevan untuk meneruskan permohonan a quo pada pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Oleh karena itu, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon.
Bahwa terkait dengan kedudukan hukum Pemohon a quo, berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024, yang pada pokoknya menyatakan yang dapat bertindak sebagai Pemohon adalah peserta pemilihan kepala daerah yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan memiliki perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota. Berkenaan dengan hal tersebut, Pemohon merupakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati tulang Bawang Tahun 2024, Nomor Urut 3. Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Tulang Bawang Nomor 865 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2024 yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024, serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Tulang Bawang Nomor 866 Tahun 2024 tentang penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2024 tertanggal 23 September tahun 2024. Namun, Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat 2 huruf b UU 10/2016 karena perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait melebihi 1,5%. 

Oleh karena itu, berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat 2 huruf b UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andaipun ketentuan tersebut dikesampingkan, quod non, telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.
Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;

2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.
Dalam Pokok Permohonan:
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
	                                       Jakarta, 5 Februari 2025
                                       Panitera Pengganti,

                                      Dian Chusnul Chatimah
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